
BUPATI BOALEMO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR l9 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN K E R J A 

PADA S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan organisasi, ketatalaksanaan 

dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja d i b u t u h k a n 

ura ian ^ anal isa j aba tan pada setiap j aba tan u n t u k 

mewujudkan pegawai negeri s ipi l yang profesional, berdaya 

guna dan barhasi l guna; 

b. bahwa u n t u k menentukan formasi Jabatan, peringkat 

j aba tan dan evaluasi j aba tan per lu d i l akukan Analisis Beban 

Kerja; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Bupa t i Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo; 

Meng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah d i ubah dengan 

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3965); 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah d iuban dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5279); 

3. Undang Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5679); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah d iubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajmen Pegawai Negeri sipi l (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil d i 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 

tentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65); 

12. Peraturan Bupat i Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2019 Nomor 811); 

157); 



1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS 

JABATAN DAN ANALISIS BEBAN K E R J A PADA 

S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan u r u s a n Pemerintahan oleh 

pemer intah daerah dan dewan perwaki lan rakyat daerah m e n u r u t asas 

otonom dan tugas pembantuan dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya 

da lam sistem dan pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah u n s u r pembantu Bupa t i dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam peneyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Bupa t i adalah Bupa t i Boalemo. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. 

7. Staf Ah l i adalah u n s u r pembantu Bupa t i yang melaksanakan tugas dan 

fungsi d i luar tugas dan fungsi perangkat daerah. 

8. Pegawai Negeri Sipi l yang selanjutnya dis ingkat PNS adalah Pegawai 

Negeri Sipi l d i L ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 

9. Jabatan adalah kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hakseorang pegawai negeri s ip i l da lam suatu organisasi 

Negara. 

10. Jabatan P impinan Tinggi adalah sekelompok j aba tan t inggi pada instans i 

pemerintah. 

11. Jabatan Adminis t ras i t e rd i r i atas Jabatan Administrator , Jabatan 

Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. 

12. Jabatan Adminis t rator adalah suatu kedudukan yang m e n u n j u k k a n 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l 

da lam rangka memimp in pelaksanaan se luruh kegiatan pelayanan pub l i k 

serta adminis t ras i pemer intahan dan pembangunan. 



13. Jabatan Pengawas adalah sua tu kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l da lam 

rangka mengendal ikan pelaksanaan kegiatan yang d i l akukan oleh pejabat 

pelaksana. 

14. Jabatan Pelaksana adalah sua tu kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pelayanan pub l i k serta admin is t ras i 

pemer intahan dan pembangunan. 

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok j aba tan yang berisi fungsi dan 

tugas berka i tan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahl ian dan keterampi lan ter tentu dan kenaikan pangkatnya 

d i isyaratkan dengan angka kredit . 

16. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan t ekn ik u n t u k mendapatkan 

data j aba tan yang dio lah menjadi informasi j aba tan ; 

17. Analisis Beban Kerja adalah sua tu t ekn ik manajmen yang d i l akukan 

secara sistematis u n t u k memperoleh informasi mengenai t ingkat 

efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja; 

18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sua tu kedudukan yang 

m e n u n j u k k a n tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang 

pegawai negeri da lam sua tu organisasi yang da lam pelaksanaan tugasnya 

d idasarkan pada keahl ian dan/atau ket rampi lan ter tentu serta bersifat 

mand i r i dan u n t u k kena ikan j aba tan dan pangkatnya d isyaratkan dengan 

angkakredit . 

19. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikht i sar dar i kese luruhan tugas 

j aba tan yang ada dan d i susun dalam 1 (satu) ka l imat . Ringkasan tugas 

Jabatan d i r u m u s k a n dar i tugas yang pa l ing i n t i a tau pal ing esensi da lam 

jaba tan yang bersangkutan. 

20. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan a tau bentangan atas semua tugas 

j aba tan yang merupakan upaya pokok yang d i l akukan Pemangku 

Jabatan da lam memproses bahankerja menjadi has i l kerja dengan 

menggunakan perangkat kerja dan da lam kondis i pelaksanaan tugas 

te r tentu . Setiap j aba tan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 

(lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas d iu ra ikan dengan 

jelas da lam r inc ian tugas, gambaran tentang apa yang diker jakan, 

mengapa harus d iker jakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. 

2 1 . Pangkat m e n u n j u k k a n t ingkat k edudukan seseorang Pegawai Negeri Sipi l 

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang 

d igunakan sebagai dasar penggajian. 

SEKDA •WABUP 



22. Syarat j aba tan adalah syarat yang ha rus d ipenuh i a tau d im i l i k i oleh 

seseorang u n t u k m e n d u d u k i sua tu jabatan dan merupakan t u n t u t a n 

kemampuan kerja yang d i t u n j u k k a n dengan keahl ian atau keterampi lan 

kerja yang di ident i f ikasi da r i pemi l ikan pengetahuan kerja, pendid ikan, 

pe lat ihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dar i aspek psikologis dan 

kekuatan fisik. 

23. Peta Jabatan adalah susunan j aba tan yang d igambarkan secara ver t ika l 

m a u p u n horizontal m e n u r u t s t r u k t u r kewenangan, tugas dan tanggung 

jawab j aba tan serta persyaratan j aba tan dan menggambarkan se luruh 

j aba tan yang ada dan kedudukannya da lam u n i t kerja. 

24. Ura ian Jabatan adalah ura ian tentang informasi dan karakter i s t ik 

j aba tan , seperti nama jaba tan , kode jaba tan , u n i t kerja, r ingkasan tugas 

j aba tan , has i l kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, 

wewenang, r inc ian tugas, nama j aba tan dibawahnya, korelasi j aba tan , 

keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan 

syarat j aba tan . 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) analisis j aba tan d igunakan sebagai dasar da lam penyusunan kebi jakan 

program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan serta perencanaan kebu tuhan pendid ikan dan pelat ihan 

aparatur. 

(2) analisis j aba tan d igunakan sebagai dasar da lam penyusunan kebi jakan 

program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap 

pemangku j aba tan sesuai l ingkup tugas dan fungsinya 

BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang l ingkup pengaturan dalam Peraturan Bupa t i i n i adalah : 

a. analisis j aba tan ; 

b. analisis beban kerja; 

c. kegunaan analisis j aba tan dan analisis beban kerja; 

d. kewenangan; dan 

e. moni tor ing , Evaluasi dan Pengendalian. 



BAB IV 

ANALISIS JABATAN 

Pasal 4 

(1) Analisis Jabatan d i susun sebagai dasar u n t u k memperoleh informasi 

j aba tan secara lebih tepat dan akurat . 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun sebagai 

dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Sekretariat 

Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan 

dan pengawasan serta akuntab i l i tas . 

(1) Analisis Beban Kerja d i susun sebagai dasar u n t u k memperoleh j u m l a h 

pegawai yang tepat dan akura t u n t u k melaksanakan tugas dan fungsi 

k e b u t u h a n PNS berdasarkan kebu tuhan s t r u k t u r organisasi Sekretariat 

Daerah. 

(2) Tu juan Analisis Beban Kerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sebagai 

dasar penempatan pegawai da lam j aba tan yang d iper lukan oleh Sekretariat 

Daerah da lam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja. 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja d ipergunakan u n t u k : 

a. Perencanaan kebu tuhan PNS; 

b. Rekrui tmen calon PNS; 

c. Penempatan PNS; 

d. Pengendalian PNS; 

e. Pendidikan dan pelat ihan PNS; 

f. Pengembangan PNS; dan 

g. Kesejahteraan PNS. 

(2) Kegunaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya 

d i l akukan oleh : 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; 

c. Bagian Orgnisasi Setda Boaelemo; 

BAB V 

ANALISIS BEBAN K E R J A 

Pasal 5 

BAB VI 

KEGUNAAN 

Pasal 6 



Pasal 7 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja d i l akukan terhadap j aba tan 

p imp inan t inggi, j aba tan adminis tras i dan j aba tan fungsional pada 

Sekretariat Daerah. 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d io lah menjadi 

informasi j aba tan , me l iput i : 

a. Nama jaba tan ; 

b. Kode j aba tan ; 

c. Un i t organisasi; 

d. Kedudukan da lam s t r u k t u r organisasi; 

e. Ikht isar j abatan; 

f. Ura ian tugas; 

g. Bahan kerja; 

h . Perangkat/alat kerja; 

i . Hasi l kerja; 

j . Tanggung j awab; 

k. Wewenang; 

1. Korelasi j abatan; 

m. Kondisi l ingkungan kerja; 

n . Resiko bahaya; 

o. Syarat j aba tan ; 

p. Prestasi yang d iharapkan; dan 

q. B u t i r informasi la in . 

(3) Analisis Beban Kerja berupa j u m l a h formasi j aba tan dan pegawai yang 

d i b u t u h k a n u n t u k melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

sesuai dengan beban kerja j aba tan . 

(4) Hasi l penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat 

Daerah sebagaimana t e rcantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran I I 

Peraturan Bupa t i i n i . 

(5) Penerapan has i l Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) d i te tapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah 

setelah mendapat val idasi dar i Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boalemo. 



BAB VI I 

KEWENANGAN 

Pasal 8 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan 

Sekretariat Daerah da lam ha l i n i d i laksanakan oleh Bagian Organisasi. 

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dapat mengikutser takan Organisasi Perangkat 

Daerah terkai t dan / a tau p ihak la in . 

BAB VI I I 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

Pasal 9 

(1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Boalemo melaksanakan moni tor ing 

terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasi l Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja pada Sekretariat Daerah secara berkala a tau sewaktu-waktu 

sesuai k ebu tuhan . 

(2) Evaluasi dan pegendalian kebi jakan/pengaturan analisis j aba tan dan 

analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dar i formasi dan kedudukan 

penempatan pegawai da lam j aba tan pada Sekretariat Daerah d i laksanakan 

oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian 

Organisasi Sekretariat daerah Boalemo. 

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat 

Daerah terkait . 

(4) Anggaran pelaksanaan moni tor ing , evaluasi dan pengendalian 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) d ibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mela lu i Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

(1) Pada saat Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku, Peraturan Bupa t i Nomor 37 

Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2019 Nomor 778) d i cabut dan d inyatakan t idak ber laku; 

' ', I sEKoriVwAaue 



t 
(2) Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Boalemo. 

Di te tapkan d i T i lamuta 

D iundangkan d i T i l amuta 

pada tanggal a ; 3onO3r\2020 

S E K R E l k p i S DAERAHiCABUPATEN BOALEMO 

H. A. ETANGO 

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 19 ) 



LAMPIRAN I : PERA'l URAN BUPA'l'l BUALEMU 
NOMOR : \8 TAHUN 2020 
TANGGAL : XJ o a n o o n 2020 
TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BOALEMO 

DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN K E R J A 
PADA S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

NO NAMA JABATAN 
PEGAWAI KEBUTUHAN 

X^M^A^XJ X V X X X X X s 
K E L E B I H AN / K E 

KURANGAN 
1 2 3 4 c 

o S E K F .ETARIS DAERAH I 1 
Staf Ahli 3 3 0 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 u 

1 Kepala Bagian Pemerintahan 1 U 
1.1 Kepala Sub Bagian Admin is t ras i Pemerintahan 1 1 0 

a. Pengadministrasi Pemerintahan 1 1 0 
b. Anal is Pemerintahan Daerah 2 -1 

— 

c. Pengelola Admin is t ras i Pemerintahan 
^ 

1 0 
d. Penyusun Bahan Kebi jakan 2 1 

- i 
1.2 Kepala Sub Bagian Admin is t ras i Kewi lahan 1 0 

a. Pengadministrasi Batas Wilayah 1 -1 
b. Pengelola Batas Wilayah Rupa B u m i 2 -1 
c. Anal is Toponimi dan Batas Wilayah 2 -1 
d. Pengelola Perangkat Kecamatan 1 0 

1.3 Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan otonomi Daerah 1 0 
a. Pengadministrasi Otonomi Daerah 1 0 
b. Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah 1 0 
c. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3 3 0 
d. Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan 0 1 -1 
e. Penyusun Norma, Standar dan Prosedur 1 2 -1 



NO NAMA JABATAN 
m m a i v A r T K v r A W / u i r •pnTTTTTH A W 

TTH?AT 
iriTT ITRT'HA'N /I f l? 

V T T I ? AWnAlff 

A Kepala Bagian xluKum 1 n U 

2.1 Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan 1 0 
a. Anal is Produk H u k u m 

1 
-2 

2.2 Kepala Sub Bagian B a n t u an H u k u m 0 
a. Anal is Permasalaban H u k u m 0 
b. Pengelola B a n t u a n H u k u m 1 -1 

2.3 Kepala Sub Bagian Dokumentas i H u k u m dan Informasi 0 
a. Pengolah data Informasi dan H u k u m 0 
b. Pengadministrasi data Perundan-Undangan 0 

3 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 0 
3.1 Kepala Sub Bagian Bma Menta l Spn tua l 

1 

0 
a. Pengelola B a n t u a n Keagamaan 0 
b. Pengelola Kegiatan H a n Besar Keagamaan 0 
c. Penyusun Bahan Pembinaan Bahan Musabaqah -2 
d. Anal is Sarana Prasarana Ibadah 1 1 0 

3.2 Kepala but) Bagian Kesejanteraan bosiai 1 0 
a. Pengelola kesejahteraan Sosial 1 1 0 
b. Pengelola Ssosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 
Pemberdayaan Perempuan dan KB 

1 1 0 

c. Pengelola B a n t u a n Sosial dan Hibah 1 -1 
3.3 Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat i 0 

a. Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat 1 
1 

0 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 0 

4 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0 
4.1 Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD 0 

a. Penelaah Perkembangan BUMD 0 
b. Pengelola Data 0 

1 K A B A 6 10IN«SfBAS<9l 
1 H U K U M 1 KAUTOR A S S 



NO NAMA JABATAN PEGAWAI 
E X I S T I N G 

KEBUTUHAN 
I D E A L 

K E L E B I H A N / K E 
KURANGAN 

4.2 Kepala Sub Bagian Perekonomian 0 
a. Anal is Perekonomian 0 
T » 1 ' J 1 T T 

b. Anal is Standar Harga 0 
4.3 Kepala Sub Bagian Sumber Daya A lam 0 

a. Penelaah data Sumber Daya A lam 0 
b. Pengelola Kelayakan Sumber Daya A lam 0 

5 Kepala Bagian Administras i Pembangunan 0 
5.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 0 

a. Anal is Rencana Program Kegiatan 0 
"1 T ~ * T - * T 7 • i 1 A 

b. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 0 
r - /-X T 7 I 1 T—X ' T - X 1 1 • T - X 

5.2 Kepala Sub Bagian Pengendalian Program 0 
a. Anal is Program Pembangunan /"X 

0 
b. Pengelola Bahan Perencanaan 0 

r " T 7 t 1 T " * ' *I~"X 1 * 1 T " * 1 

5.3 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 0 
a. Analis Moni tor ing , Evaluasi dan Pelaporan 0 
"I T - X T "1 A A ' 1 ' T TT-X 1 ' 

b. Pengelola Moni tor ing dan Evaluasi 0 
6 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 1 1 0 

6.1 Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa 0 
T - X T 7 T • * 1 T - \ 1 "1—X / X 

a. Perancang Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa 0 
1 T " * 1 1 X T t ' ' t T - X 1 T—X / T 

b. Penelaah Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa 0 
Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Secara 
Elektronik 0 

A 1 * -m A * • * 1—X X • 1 T " \ 1 

a. Anal is Monitor ing, Evaluasi dan Pelaporan 0 
1 ) —~, P4-X ——W ^.X —̂1 •i-x-k -* M j-x \ ^-X 4 t-X Xi~x 1 l ^ X ^ X ^ X xi-x ^X —"X x.x --x ^ X X-X ^ X ^ X X—X 1 ^-x ^T44^x X-X-X 

D. Tengadministrasian Perencanaan aan Program u 
6.3 Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang/Jasa 
0 

a. Anal is Fasil itasi Peningkatan Kompetensi 0 
b. Anal is Informasi Pengembangan SDM Aparatur 0 
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K £ 0 U T U x l A.N 
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KURANGAN 
6.4 Jabatan Fungsional Tertentu 

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertema 0 7 -7 
b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda u 2 -2 
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya U i - 1 

Asisten Administrasi Umum 1 1 
3: 0 

7 Kepala Bagian Umum 1 
i i 

A U 
•V r t •» T—X • 7TX T T 1 f—X • * TA 1 f * t t • "1 

^ ^ Kepala Sub Bagian Tata Usaba P impman, Staf Ah l i dan 
Kepegawaian 

1 1 0 
l—x J • • j _ ' J T ' 

a. Pengadministrasi Kepegawaian 2 1 
-1 

1 T " * 1 1 1—X • • 1 • 7—X • 

b. Pengelola D i s ip lm Pegawai 0 1 - 1 
c. A judan 0 -4 
d. Pengadministrasi U m u m 2 10 o 

-8 T-X -1 1 'XT * • T - X • 

e. Pengelola Kinerja Pegawai 0 -1 
C T - X 1 1 0 * J . T J ? * X K * XT ' 

f. Pengelola Sistem Informasi Manajmen Kepegawaian 
-t 
1 

0 
7.2 Kepala Sub Bagian Keuangan 1 1 A 

0 *-X " D T X A - X T T T x l 7X T-X T T 7X 4-7-X - f4-TX - T . *-X - I •! 

a. rengo lan aata i tar Oaji u 
3̂  

1 

b. Pengolah data Laporan Keuangan / X 1 1 

c. Anal is Laporan Realisasi Anggaran / X 1 - i 
d. Anal is Retr ibusi Daerah 1 

3̂  
A 
u 

e. Anal is Laporan dan Transaksi Keunagan (X 
2 = 

A U 
f. Anal is Penagihan dan Pengembalian U 1 1 

- i 
g. Anal is Transaksi Keuangan A (J J 

1 
- 1 

h. Bendahara 1 
i 

i . Pengadministrasi Penerimaan 1 0 
j . Pemeriksa Anggaran 0 -1 
k. Penata Laporan Keuangan 0 -8 
1. Pengadministrasi Keuangan 0 - 1 
m. Pengelola Data Transaksi 0 -1 
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7.3 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 1 1 A U 
a. Pengelola Gudang 0 A 

2 
A 

- 2 
b. Operator Mesian 0 A 

4 - 4 
c. Teknisi Mesm 1 

1 2 -1 
d. Penata Kendraan Dinas U 1 

1 -1 
e. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kan tor ( J 

A 

2 
A 

- 2 
f. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2 A 

2 
A 

U 
g. Penglola Pemanfaatan Barang Mi l i k Daerah 1 1 A U 
h . Pramu Kebersihan 0 8 -8 
i . Pengemudi U 2 o - 2 o 

j . Teknis i L is t r ik dan Jar ingan U A 

3 
A 

- 3 
k. Teknis i Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 

1 
A 

3 - 2 

1. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 
Perlengkapan 

0 2 -2 

m. Teknis i Peralatan Kan tor (J 15 1 c - 1 5 
n. Pengelola Rumah Tangga 0 A C 

2 5 
A C 

- 2 5 
8 Kepala Bagian Organisasi 1 1 A U 

8.1 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis j aba tan 1 1 A U 
A 1 • T 7 1 -1 „ 

a. Anal is Kelembagaan 0 A 

2 
A 

- 2 
b. Anal is Jabatan 1 

1 
A 

2 -1 
c. Pengolah Data Kelembagaan 1 i A U 

8.2 Kepala Pelayanan Publ ik dan Tata Laksana 1 1 
1 

A U 
a. Anal is xeiayanan miDiiK 1 

1 
1 

1 
o 

b. Anal is Tata Laksana 1 1 0 
8.3 Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi B irokras i 1 1 0 

a. Anal is Laporan akuntab i l i tas Kinerja 1 1 0 
b. Pengelola Data 0 1 -1 

SEKDA 



NO NAMA JABATAN T UyVlAW A l H . E J 3 U I UJniLn 
YTT1? AlVrtATff 

Q JVepSLlcl D e l g l a l l X ^ r O L O K O l U c i n K O m U I l l K c I S I J T l H i p i I l a l l 1 
1 

0 

y . i Kepala O U D Bagian rrotoKoi 1 1 n u 
*"» J\ •»-* 7 * 1 1 C\ LJT**"*4" / -»17'7"*1 

a. Anaiis T i o t o K o i 
pj 1 

1 
1 

-1 TV Lj7!v4"1 1 *Tf«"V O LJ-t^T^ T" TV 17"/-V1 

D. Tetugas rrotoKoi 
0 
z 

1 
- i XT T l -TV T» 1 TV 1 t TV 1 ? TV T W TV T V Li TV T W "1 "1 T V V 17" TV TV V L)'« T W T V -t T V TV T V 

y .2 Kepaia O U D t>agian KomuniKasi r impinan 
1 
1 

A U 

a. / v n a i i s o i s t e i n i n i o i i i i a s i Pj z Z 

D. r e n g o i a n j j a n a n i n i o r x n a s i 1 
i 

A 0 

9.3 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 1 0 
a. Penegelola Dokumentasi 2 2 0 
b. Penata Liputan 2 2 0 

JUMLAH 109 2 6 5 -156 

^ U P A T I O A L ^ M O ^ 


